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Abstrak 
Kasus pencabulan dalam keluarga di kota Surabaya perkembangan dari tahun 2016 berjumlah total 72 kasus, di 2017 ada total 85 kasus, 2018 berjumlah 88 kasus dan yang terakhir pada tahun 2019 berjumlah 95 kasus. Dapat diketahui bahwa angka pencabulan dalam keluarga setiap tahun mengalami peningkatan dan pada kasus yang masuk selama 2 tahun terakhir, total laporan masuk di kepolisian polrestabes surabaya berjumlah 89 kasus sedangkan kasus yang belum diproses yaitu 21 kasus dan yang diproses hanya 48 kasus namun, penyelesaian kasus yang berhasil diselesaikan hanya 20 kasus saja.  Tujuan penelitian ini  untuk mengetahui dan menjelaskan penerapan hukum pasal 289 KUHP dan pasal 46 UU PKDRT terhadap tindak pidana pencabulan dalam keluarga di kota Surabaya oleh Polrestabes Surabaya dan Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pencabulan dalam keluarga di Kota Surabaya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis sosiologis. Hasil analisis penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa Penerapan hukum Pasal 289 KUHP dan Pasal 46 UU PKDRT yang dilakukan oleh Unit PPA Polrestabes Surabaya berupa penindakan terhadap pelaku tindak pidana pencabulan dalam keluarga belum efektif, hal ini terbukti dari Jumlah Rekapitulasi Laporan Hasil Penerapan Hukum dan Penindakan Unit PPA Polrestabes Surabaya Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan dalam keluarga di Kota SurabayaTahun 2018-2019. Faktor Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Tindak Pidana Pencabulan dalam keluarga di Kota  Surabaya  Pertama, Faktor internal (pemenuhan biologis dalam diri pelaku). Kedua, Faktor eksternal (faktor lingkungan). Faktor yang mempengaruhi terjadinya pencabulan anak di bawah umur karena kurangnya pemahaman agama dan kemajuan ilmu pengetahuan ilmu teknologi (IPTEK).
Kata Kunci  : Pencabulan, Penerapan,  Keluarga, Polrestabes
Abstract

Cases of fornication in families in the city of Surabaya, the development of a total of 72 cases in 2016, in 2017 there were a total of 85 cases, 2018 totaled 88 cases and most recently in 2019 totaled 95 cases. It can be seen that the rate of sexual abuse in the family has increased every year and in cases that have been submitted for the last 2 years, the total number of reports submitted to the Surabaya Police is 89 cases while cases that have not been processed are 21 cases and those processed are only 48 cases, however, only 20 cases were completed. The purpose of this study was to find out and explain the application of the laws of article 289 of the Criminal Code and Article 46 of the PKDRT Law on the crime of sexual immorality in the family in the city of Surabaya by the Surabaya Police and the factors that cause the crime of sexual immorality in the family in the city of Surabaya. This research is sociological juridical legal research. The results of the research analysis and discussion show that the application of Article 289 of the Criminal Code and Article 46 of the PKDRT Law carried out by the PPA Unit of the Surabaya Police in the form of prosecution against perpetrators of sexual immorality in the family has not been effective, this is evident from the number of reports on the results of the application of law and enforcement of the PPA Unit. Surabaya Police Against the Perpetrators of the Crime of Fornication in the Family in the City of Surabaya, 2018-2019. Factors that cause the crime of sexual immorality in the city of Surabaya. First, internal factors (biological fulfillment in the perpetrator). Second, external factors (environmental factors). Factors that influence the occurrence of child sexual abuse are due to the lack of understanding of religion and advances in science and technology.
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PENDAHULUAN 
   Di era globalisasi saat ini, teknologi menjadi sarana yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Seiring berkembangnya jaman, teknologi menjadi lebih canggih dan mudah untuk diakses oleh siapapun. Tanpa disadari, hal tersebut memberikan dampak negatif bagi sebagian orang khususnya bagi orang-orang yang kurang bijaksana dalam menggunakan teknologi dan mengakses situs-situs terlarang yang berbau pornografi di internet. Hal ini berdampak pada berkembangnya tindak pidana pencabulan, seperti halnya yang terjadi di Kota Surabaya yang dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

TABEL 1.1 

DATA KASUS PENCABULAN SECARA UMUM DI SURABAYA TAHUN 2016-2019 (Dalam Konteks KUHP dan UU Perlindungan Anak)

	NO.
	TAHUN
	JUMLAH KASUS

	1. 
	2016
	72

	2. 
	2017
	85

	3. 
	2018
	88

	4. 
	2019
	95


Sumber : Unit PPA Polrestabes Surabaya

   Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa jumlah kasus pencabulan masih mengalami peningkatan setiap tahunnya. Khususnya yang terjadi di kota Surabaya perkembangan dari tahun 2016 berjumlah total 72 kasus, di 2017 ada total 85 kasus, 2018 berjumlah 88 kasus dan yang terakhir pada tahun 2019 berjumlah 95 kasus. Masyarakat mayoritas memilih bungkam ketika mengetahui disekitarnya terjadi tindak pidana pencabulan. Mungkin mereka takut melaporkan dan khawatir atas keselamatannya tidak mendapat perlindungan undang-undang.    Mengingat semakin banyaknya pemerkosaan terhadap anak yang terjadi pada saat ini, sudah semestinya pelaku mendapatkan sanksi hukum yang seimbang dengan perbuatannya. Hukum pidana di Indonesia telah mengatur sanksi terhadap pelaku pemerkosaan terhadap anak di bawah umur, dimuat dalam Pasal 287 ayat 1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 287 ayat (1) menyatakan:

“Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahui atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas bahwa belum 
waktunya untuk dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun(Soerjono, 2008).”
     Pencabulan termasuk dalam penggolongan jenis  tindak     pidana  kesusilaan  dimana  hal  tersebut  diatur  dalam  Kitab  Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 290 ayat (2) dan (3).
   Selain dalam KUHP yang berkaitan dengan kekerasan seksual (Pencabulan) terhadap anak terdapat dalam Undang-Undang. No 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 82. Ayat (1) menyatakan:

“Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.

Pasal 82 ayat (2):

“Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”

Menurut pasal 82 ayat (1) Pasal 76E

“Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.”

Pasal 82 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyatakan  sanksi bagi pelaku pemerkosaan terhadap anak sebagai berikut:

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkai kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, di pidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,-(enam puluh juta rupiah).”

Pasal 82 Undang-undang Perlindungan Anak telah menetapkan hukuman maksimal yaitu hukuman penjara 9 Tahun  dan minimal 3 (tiga) tahun. Hal ini sulit ditanggulangi bila masyarakat tidak kooperatif dalam pemberantasan kejahatan apalagi kejahatan seksual. Terutama pencabulan yang terjadi dalam keluarga. Sangat disayangkan sekali jika sampai terjadi. Mereka menganggap perbuatan tersebut merupakain aib dan menjelekkan citra keluarga yang sebelumnya dikenal banyak orang sebagai keluarga terpandang.

Pencabulan dengan kekerasan menurut Pasal 289 KUHP yang berbunyi : 

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun”.

 Korban  terdiri dari beberapa jenis usia, namun pada umumnya yang sering ditemui yaitu remaja dan anak-anak. Kejadian tersebut dapat mempengaruhi kesehatan jiwa atau mental korban. Sebagai orangtua juga perlu memberikan perhatian, dukungan dan pendidikan sejak dini agar keluarganya terhindar dari perilaku yang dapat mengganggu kesehatan mental anak(Gosita 1989). Dalam tekanan kehidupan di lingkungannya, remaja dan anak anak membutuhkan ruang untuk mengekspresikan diri dan juga dipastikan mereka dapat saja terjerumus dalam sebuah pergaulan yang membahayakan diri mereka dan terpengaruh pada lingkungan yang buruk. Dalam posisi tersebut peran keluarga sangat berpengaruh dalam memberikan dukungan yang cukup bagi tumbuh kembang dan  dapat menyaring hal negatif yang ada di sekitar mereka(Thomas 2013).

Pelaku pencabulan sendiri kebanyakan kerabat dekat/orang terdekat dari korban. Tidak jarang kita temui korban yang tinggal dengan suami atau saudara laki-laki tiri atau paman bahkan orangtua kandung sendiri bisa saja  melakukan hal keji tersebut. Disinilah peran kepolisian diperlukan untuk menuntaskan kejahatan  tersebut dan mencegah timbulnya korban lagi. Sebagai gambaran tabel berikut ini akan dijelaskan kasus pencabulan yang terjadi di keluarga. 

Tabel 1.2

Kasus Pencabulan dalam keluarga yang tercatat datanya  di Polrestabes Surabaya Tahun 2018-2019(Dalam Konteks UU KDRT dan UU Perlindungan Anak
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Sumber: unit PPA Polrestabes Surabaya
Dapat diketahui bahwa angka pencabulan dalam keluarga setiap tahun mengalami peningkatan selama 2 tahun terakhir, total aduan masuk di Polrestabes Surabaya berjumlah 89 kasus sedangkan kasus yang belum diproses yaitu 21 kasus dan yang diproses hanya 48 kasus namun, penyelesaian kasus yang berhasil diselesaikan hanya 20 kasus saja. Tidak selesainya semua kasus pencabulan dalam keluarga ini, menjadi salah satu sebab masih maraknya pencabulan tersebut.

 Menurut pihak kepolisian unit PPA Polrestabes Surabaya pada hasil wawancara, umumnya modus yang dilakukan pelaku yaitu dengan membujuk korban, diancam, diiming-iming akan diberi uang atau merayu jika pelaku akan bertanggung jawab atas perbuatannya. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah kekerasan yang dilakukan di dalam rumah tangga baik oleh suami maupun oleh istri. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT):

“KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”

Kekerasan seksual yang dilakukan oleh suami atau saudara laki-laki termasuk jenis kekerasan (pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga) sehingga terhadap perbuatan tersebut sanksinya diatur dalam Pasal 46 UU PKDRT, yang berbunyi:

“Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp 36 Juta.”

Sebagian besar korban  KDRT adalah kaum  perempuan  (istri) juga anak dalam lingkup keluarga dan pelakunya  adalah laki-laki(suami) atau sanak saudara lain masih dalam lingkup keluarga, walaupun sebaliknya ada juga suami yang menjadi korban atau orang-orang yang dikategorikan sebagai pelaku tindak pidana pencabulan menurut pihak Kepolisian Unit PPA di dalam rumah tangga itu. Pelaku atau korban KDRT adalah orang yang mempunyai hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, perwalian dengan suami, dan anak bahkan pembatu rumah tangga, yang tinggal di rumah ini. Ironisnya kasus KDRT sering ditutup-tutupi oleh si korban karena terpaut  dengan  struktur  budaya,  agama  dan  sistem  hukum  yang  belum  dipahami. Padahal perlindungan oleh negara dan masyarakat bertujuan untuk memberi rasa aman terhadap korban serta menindak pelakunya.

Anggota kepolisian harus mengambil tindakan yang diperlukan sesuai kewajibannya dalam batas batas undang-undang yang berlaku, guna mencegah bahaya yang mengancam keamanan atau ketertiban umum. Mengenai keamanan, dapat dikatakan bahwa kita dapat mencapainya dengan menegakan hukum. Sebab dengan tidak atau jarang adanya pelanggaran hukum, masyarakat akan merasa aman. Dengan perkataan lain, keamanan masyarakat pada hakekatnya adalah sama dengan tegaknya hukum atau tertib hukum(Sitompul 2009). 

Surabaya dinyatakan sebagai kota ramah anak. Sayangnya, kasus tindak pidana pencabulan di dalam keluarga masih saja terjadi. Terbukti dengan adanya data yang diuraikan dalam Tabel 1.2 di atas. Dari data yang dihimpun dari Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polrestabes Surabaya dari data aduan masuk. Khusus pencabulan dalam keluarga saja dalam kurun 2 tahun terakhir 2018 dan 2019, dari total aduan masuk yang berjumlah 89 kasus yang belum selesai diproses yaitu berjumlah 21 kasus diantaranya masih mengalami hambatan dalam proses penyelidikan dan penyidikan yang belum usai oleh pihak kepolisian. Kasus tersebut belum bisa dituntaskan dengan baik hingga akhir. Jumlah tersebut, menunjukkan bahwa Penerapan Hukum dari pihak kepolisian terhadap tindak pidana pencabulan dalam keluarga masih belum bisa maksimal. Akibatnya dapat merugikan dan mengancam korban  karena pelakunya masih  bebas berkeliaran dan puncaknya dapat menambah daftar panjang jumlah kasus tindak pidana pencabulan  di dalam keluarga umumnya di Indonesia dan khususnya di kota Surabaya.

Kasus yang diperoleh dari keterangan anggota kepolisian unit PPA Polrestabes Surabaya periode tahun 2018-2019 terhadap kasus pencabulan anak dibawah umur di dalam keluarga Seperti halnya contoh kasus yang terjadi Kanit PPA Polrestabes Surabaya AKP Iptu Harun membenarkan, pihaknya telah menangkap pria berinisial AR (34) setelah dilaporkan oleh anak beserta istrinya lantaran melakukan pencabulan terhadap anak tirinya berinisial N (12) kejadian terjadi pada pertengahan bulan tahun 2019 tepatnya perbuatan cabul oleh tersangka dilakukan sejak Juli 2019 hingga diketahui sampai 11 Juli 2020 namun hingga saat ini belum ada  kejelasan penyelesaian proses hukumnya lebih lanjut.
 Urgensi penelitian ini adalah tindak pidana pencabulan dalam keluarga ini perlu mendapatkan perhatian yang sangat serius dari semua kalangan, terutama peran aktif dari kalangan penegak hukum. Menjatuhkan pidana kepada pelaku tindak pidana pencabulan tentu tidak lepas dari peranan Hakim, Jaksa, dan pihak kepolisian sebagai aparat penegak hukum guna mencapai ketentraman hidup masyarakat. Pertimbangan yang digunakan aparat penegak hukum untuk menyelesaikan kasus kejahatan seksual seringkali bukan berdasarkan kepentingan dan rasa keadilan korban, tetapi justru mengedepankan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

1. Demi alasan ketertiban umum.

2. Untuk mencegah rasa malu keluarga, pemuka adat, pemuka agama, tokoh masyarakat setempat. 
3. Untuk mencegah terjadinya konflik yang meluas.
Sudah sepatutnya aparat penegak hukum memberikan sanksi yang setimpal bagi pelaku tindak pidana pencabulan tersebut sehingga supremasi hukum benar-benar ditegakkan dan tercipta ketertiban dalam masyarakat. Sanksi diharapkan memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana pencabulan sehingga tidak akan mengulangi perbuatannya serta mencegah orang lain agar tidak melakukan tindak pidana tersebut karena suatu ancaman sanksi yang cukup berat.

Akibat inilah menjadi dasar pentingnya penerapan hukum yang serius berkaitan dengan tindak pidana pencabulan dalam keluarga. Uraian diatas yang menjadi latar belakang permasalahan ini diangkat sebagai penelitian dengan judul: “Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencabulan dalam Keluarga di Kota Surabaya”
Maka munculah dua rumusan masalah yang harus dikaji dan dianalisis terkait dengan :

1. Bagaimana penerapan hukum Pasal 289 KUHP dan Pasal 46 UU PKDR terhadap tindak pidana pencabulan dalam keluarga di kota Surabaya oleh Polrestabes Surabaya?

2. Faktor apakah yang menghambat pihak kepolisian Polrestabes Surabaya dalam melakukan pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana pencabulan dalam keluarga?

Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana penerapan hukum Pasal 289 KUHP dan Pasal 46 UU PKDRT terhadap tindak pidana pencabulan dalam keluarga di Kota Surabaya oleh Polrestabes Surabaya dan Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pencabulan dalam keluarga di Kota Surabaya.
Kajian teoritik yang berkaitan dengan permasalahan  Penerapan hukum terhadap tindak pidana pencabulan dalam keluarga adalah kajian teoritik mengenai pencabulan, sebab dan akibat pencabulan, keluarga, KDRT,penerapan hukum, tugas dan wewenang kepolisian, teori kriminologis tentang sebab-sebab pencabulan.
METODE

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis sosiologis. Penelitian yuridis sosiologis merupakan ilmu yang tetap berbasis terhadap hukum Normatif tetapi bukan mengkaji mengenai sistem norma dalam aturan perundangan, namun mengamati bagaimana reaksi dan interaksi  yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja.
Ditinjau dari permasalahan penelitian ini yaitu Penelitian ini bertujuan menganalisis secara hukum dari untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana penerapan hukum Pasal 289 KUHP dan Pasal 46 UU PKDRT terhadap tindak pidana pencabulan dalam keluarga di Kota Surabaya oleh Polrestabes Surabaya dan Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pencabulan dalam keluarga di Kota Surabaya.   
 Data yang dikumpulkan berupa wawancara terhadap informan yang terdiri dari anggota kepolisian unit PPA Polrestabes Surabaya. Sehingga data-data yang dikumpulkan dapat dijadikan kunci terhadap apa yang sudah diteliti. 

      Penelitian ini dilakukan menggunakan metode wawancara yaitu dengan mendengarkan secara seksama penuturan informan yang berkaitan dengan terkait kasus pencabulan dalam keluarga dan keterangan yang diberikan pihak kepolisian Polrestabes Surabaya, juga bertujuan untuk untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana penerapan hukum Pasal 289 KUHP dan pasal 46 UU PKDRT terhadap tindak pidana pencabulan dalam keluarga di kota Surabaya oleh Polrestabes Surabaya dan mengatasi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pencabulan dalam keluarga di Kota Surabaya.

     Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yang akan digunakan adalah wawancara , penggunaan teknik pengumpulan data dalam penelitian terkait Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencabulan dalam Keluarga adalah sebagai berikut:

1.  Wawancara;

2.  Dokumentasi.

Teknik pengolahan data yang digunakan terdapat tiga teknik analisis data pada kualitatif, yaitu:

1.  Reduksi Data;

2.  Penyajian Data;

3.  Penarikan Kesimpulan.
HASIL DAN PEMBAHASAN
1.Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Dalam Keluarga di Kota Surabaya oleh Polrestabes Surabaya
Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Tahun 2018-2019
Diagram 1
 [image: image2.jpg]Grafik 1

Jenis Kasus di RFTC Tahun 2009-2015

B Kekerasan dalam rumah tangga @ Penelantaran
= Perkosaan anak = pencabulan
ancest = pelecehan seksual

% B




Sumber: Unit PPA Polrestabes Surabaya
Diagram 2
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Sumber: Unit PPA Polrestabes Surabaya 

   Data kasus kekerasan perempuan dan anak yang terlaporkan di atas ada enam jenis kekerasan, kasus kekerasan seksual tertinggi dibanding kekerasan lainnya yaitu 10 kasus (42 persen), kekerasan fisik dan penelantaran ekonomi masing-masing empat kasus (17 persen), kemudian diikuti dengan pemerkosaan tiga kasus (12 persen) dan pencabulan anak ada satu kasus (8 persen), sedangkan kasus kekerasan inses tercatat enam kasus. Data kasus kekerasan perempuan dan anak yang berhasil terungkap, dari laporan kasus P2TP2A Kota Surabaya tahun 2018-2019 sebagai berikut: Penelantaran lima kasus; pencabulan empat kasus; kekerasan dalam rumah tangga tujuh kasus, jenis kekerasan terhadap perempuan yang lainnya tiga kasus. Tercatat kasus inses perempuan dan anak tahun 2018- 2019 berjumlah enam kasus yang terungkap dan tertangani, korban tidak hanya berasal dari Kota Surabaya tetapi dari Lembaga lain yang melakukan pendampingan hukum yaitu LBH Bintang Keadilan, mencatat dua kasus inses yang telah didampingi untuk mendapat bantuan hukum, korban dari Kota Surabaya. 

  Jangkauan pendampingan hukum tidak terpusat di kota Surabaya saja tetapi semua masyarakat yang membutuhkan pendampingan hukum di Provinsi Jawa Timur. Data tersebut menunjukkan, bahwa segala bentuk kekerasan baik fisik, psikis, sosial maupun seksual tidak hanya mendominasi di wilayah suami atau Saudara Laki-Laki di perkotaan saja, terbukti macam dan jenis kekerasan terhadap perempuan dan anak juga terjadi di wilayah perdesaan Kabupaten/Kota. Kondisi ini menunjukkan bahwa persebaran tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang berhasil diungkap atau terlaporkan sudah sampai ke wilayah perdesaan yang jauh dari hingar bingar kehidupan masyarakat perkotaan. Kehidupan masyarakat perkotaan diidentikkan dengan penuh keterbukaan, kebebasan, dan serba mentolerir terhadap perilaku masyarakatnya, tetapi dalam realitanya kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat terjadi dimana saja, kapan saja, baik di wilayah rumah tangga maupun wilayah di perdesaan dan perkotaan. 

   Nilai Budaya Patriarkhis dan Kekerasan Seksual di Ranah Domestik Kekerasan terhadap perempuan merupakan masalah yang sangat kompleks dan pada umumnya bernuansa ketimpangan gender, selain perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga adalah anak, karena anak berada dalam posisi yang lemah. Anak dalam keluarga dibawah kontrol orang yang memiliki kewenangan yang menentukan kehidupannya, misal Suami atau Saudara Laki-Laki, ibu, saudara lebih tua yang seharusnya memberi perlindungan, kasih sayang, tetapi kekuasaan tersebut disalahartikan sehingga anak rentan mengalami kekerasan. 
Tabel 1.3
Rentang Usia Pelaku Dan Korban Pencabulan
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Sumber: Unit PPA Polrestabes Surabaya.

 Di lihat dari data karakteristik pelaku dan korban di atas kekerasan terjadi banyak pada usia produktif antara usia 25-40 tahun yang dapat dilihat bahwa korban pada rentang usia ini mencapai 17 orang atau sebesar 47%. Namun demikian, dari data tersebut juga dapat dicatat bahwa kekerasan dapat terjadi pada hampir seluruh rentang usia, bahkan dalam rentang umur 6-12 tahun kami mencatat adanya satu korban berusia 6 tahun yang mengalami kekerasan seksual.  Yang perlu dicatat juga bahwa rentang usia pelaku terdapat pelaku yang berusai dibawah 18 tahun atau usia anak.
Grafik 1.1
Jumlah Kasus Kekerasan  Berdasarkan Jenisnya Pada Tahun 2019
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Sumber: Unit PPA Polrestabes Surabaya.

   Kasus  kekerasan yang terjadi berfluktuasi setiap bulannya. Total kasus yang ditangani P2TP2A pada bulan Juli yaitu 627 kasus (356 rumah tangga dan 271 lainnya). Kekerasan dalam rumah tangga pada bulan Januari – Maret selalu meningkat total 131 kasus, sedangkan bulan Mei – Juni mengalami penurunan drastis dari 49 menjadi 17 kasus, tetapi Juni-Juli kembali mengalami peningkatan. Kekerasan dalam rumah tangga paling banyak terjadi dibulan Juli sebanyak 59 kasus yang ditangani oleh P2TP2A. Untuk kekerasan lainnya paling banyak terjadi pada bulan Februari dengan 65 kasus.

Tabel 1.4
Rekapitulasi Laporan Hasil Penerapan Hukum dan Penindakan Unit PPA Polrestabes Surabaya Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan dalam keluarga di Kota SurabayaTahun 2018-2019
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Sumber: Unit PPA Polrestabes Surabaya
   Tabel diatas menunjukkan Jumlah Rekapitulasi Laporan Hasil Penerapan Hukum dan Penindakan Unit PPA Polrestabes Surabaya Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan dalam keluarga di Kota Surabaya Tahun 2018-2019. Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa Laporan Total 2 tahun terakhir aduan Kasus Pencabulan ada perbedaan dengan data sebelumnya, dari beberapa kasus aduan yang masuk pada tahun  2018-2019 adalah sisa dari tahun tahun  sebelumnya lalu baru diproses pada tahun tersebut sehingga jumlahnya tidak sama.
A. Kualifikasi Perbuatan Pencabulan dalam Pandangan Hukum Pidana

    Setelah melakukan pemeriksaan dari hasil pengumpulan data dengan menelaah beberapa literatur dan perundang-undangan, maka penulis dapat mengkualifikasikan
perbuatan pencabulan terhadap anak dalam pandangan hukum pidana sebagai berikut:

1. Peraturan Perundang-Undangan yang Mengatur Tentang Pencabulan dalam keluarga Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

     Landasan yuridis dalam KUHP mengenai pencabulan di lingkungan keluarga diatur dalam Pasal 289, 290 ayat (2) dan (3), Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294 ayat (1) dan Pasal 295 KUHP.

1.) Pasal 289 KUHP

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan, kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”

    Perbuatan  cabul  yang  dimaksud  adalah  segala  perbuatan  yang  melanggar kesusilaan ( kesopanan ) atau perbuatan yang keji, semuanya itu termasuk dalam lingkungan nafsu
birahi
kelamin misalnya meraba-raba anggota badan atau kemaluan. Yang dilarang dalam pasal ini bukan saja sengaja memaksa orang untuk melakukan perbuatan cabul, tetapi juga memaksa orang untuk membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul.

2.) Pasal 290 ayat (2) dan (3) berbunyi :

“Dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun,

(2)
Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin;

(3)
Barang siapa membujuk seseorang yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh di luar perkawinan dengan orang lain.”

Pasal 292 berbunyi :

“Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama

kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.”

4.) Pasal 293 berbunyi :

(1).Barang siapa dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang, menyalahgunakan pembawa yang timbul dari hubungan keadaan, atau dengan penyesatan sengaja menggerakkan seorang belum dewasa dan baik tingkahlakunya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan dia, padahal tentang belum kedewasaannya, diketahui atau selayaknya harus diduganya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun. (2). Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan orang yang terhadap dirinya dilakukan kejahatan itu. (3) Tenggang waktu tersebut dalam pasal 74 bagi pengaduan ini adalah masing-masing sembilan bulan dan dua belas bulan.
5.) Pasal 294 ayat (1) berbunyi :

(1)Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak di bawah Penerapan Hukumnya yang belum dewasa yang pemeliharaannya, pendidikan, penjagaannya diserahkan kepadanya ataupun dengan pembantunya atau bawahannya yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun.

6.) Pasal 295 berbunyi :

(1)
Diancam :

1. Dengan pidana penjara paling lama 5 tahun barang siapa yang dalam hal anaknya, anak tirinya, anak angkatnya atau di bawah Penerapan Hukumnya, atau orang yang belum dewasa yang pemeliharaannya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya, ataupun oleh pembantunya atau bawahannya yang belum cukup umur, dengan sengaja menyebabkan dan mempermudah dilakukan perbuatan cabul dengannya.

2. Dengan pidana penjara paling lama 4 tahun barangsiapa yang dalam hal dilakukannya perbuatan cabul oleh orang selain yang disebutkan dalam butir 1 tersebut di atas yang diketahui yang sepatutnya harus diduganya belum dewasa dengan orang lain, dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan dilakukannya perbuatan cabul tersebut.

Jika yang bersalah melakukan kejahatan itu sebagai pencaharian atau kebiasaan, maka pidana dapat di tambah sepertiga.
B. Ancaman Pidana Menurut UU PKDRT

   Selain itu, perbuatan pelaku yang memeluk, mencium leher, serta memaksa istri Anda untuk melakukan hubungan seksual dapat dikategorikan sebagai kekerasan dalam rumah tangga yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (“UU PKDRT”), berikut penjelasannya:

   Kekerasan dalam rumah tangga (“KDRT”) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Orang yang termasuk dalam lingkup rumah tangga menurut Pasal 2 ayat (1) UU PKDRT adalah:

a.
suami, isteri, dan anak;

b.
orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau

c.
orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

    Berarti antara tersangka termasuk subjek dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud di atas. Kemudian, Pasal 5 UU PKDRT melarang setiap orang melakukan KDRT terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:

a.
kekerasan fisik;

b.
kekerasan psikis;

c.
kekerasan seksual; atau

d.
penelantaran rumah tangga.

   Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan/atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.  Kekerasan seksual meliputi:

a. pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;

b. pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

    Kekerasan seksual yang dilakukan oleh tersangka tindak pidana pencabulan dalam keluarga termasuk jenis kekerasan (pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga) sehingga terhadap perbuatan tersebut sanksinya diatur dalam Pasal 46 UU PKDRT, yang berbunyi:

“Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp 36 Juta.”

C. Menurut UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo UU RI No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
    Undang-Undang Perlindungan Anak ini menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spritual maupun sosial. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensional, tangguh, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai pancasila.

   Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin sejak janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 tahun. Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh dan komprehensif, undang-undang ini meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak.

   Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Tujuan yang ingin dicapai melalui undang-undang ini adalah menjamin terpenuhi dan terlindunginya hak-hak anak untuk mewujudkan anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

   Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak untuk dirahasiakan. Bantuan hukum dan bantuan lainnya juga berhak didapatkan oleh anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana.  dalam  UU  No.  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  anak.  Pencabulan terhadap anak diatur dalam Pasal 81 serta Pasal 82.

Pasal 81 yaitu;

(1)
Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

(2)
Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Pasal 82 yaitu:

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)”.
   Dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pencabulan terhadap anak diatur dalam Pasal 81 Jo. Pasal 76D UU Perlindungan Anak 2014 dan Pasal 82 jo. Pasal 76E UU Perlindungan Anak 2014. Pasal 81 ayat (1) UU No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak :

Pasal 81

“(1) Setiap orang yang melangggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

Menurut Pasal 81 ayat ( 1 ) Pasal 76D berbunyi ;

“Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.”

Sedangkan, bunyi Pasal 82 UU No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak :

“Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orangtua, Wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”

Menurut pasal 82 ayat (1) Pasal 76E

“Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau

membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”

    Undang-Undang Perlindungan Anak 2014 tidak memberikan penjelasan mengenai pengertian perbuatan cabul, dalam Undang-Undang perlindungan anak yang lama ancaman pelaku kejahatan seksual hanya diancam dengan pidana maksimal 15 (lima belas) tahun, minimal 3 (tiga) tahun dan denda maksimal Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan minimal Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 diubah dengan ancaman pidana maksimal 15 (lima belas) tahun, minimal 5 (lima) tahun dan denda maksimal sebanyak Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah). Yang lebih khusus dalam undang-undang ini adalah jika pelaku pemerkosaan atau pencabulan dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga pendidik maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga).

    Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang mulai efektif berlaku pertanggal 18 Oktober 2014 banyak mengalami perubahan paradigma hukum, diantaranya memberikan tanggung jawab dan kewajiban kepada negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua atau wali dalam hal penyelenggaran perlindungan anak, serta dinaikannya ketentuan pidana minimal bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak, serta diperkenalkannya sistem hukum baru yakni adanya hak (restitusi) atau ganti rugi.

   Menurut Pasal 82 ini dapat dihukum setiap orang yang dengan sengaja baik dengan kekerasan maupun dengan melakukan kebohongan, tipu muslihat dan bujukan terhadap anak di bawah umur belum berusia 18 (delapan belas) tahun untuk melakukan sagala perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan dan kehormatan anak atau korban dan membiarkan dilakukannya perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan dan kehormatan anak oleh orang lain. Misalnya meraba-raba kemaluan atau anggota tubuh korban, menciumi korban dan lain sebagainya.

   Unsur-unsur yang harus dipenuhi, berdasarkan rumusan Pasal 82 UU No 35 tahun 2014 tentang perubahan UU No. 23 tahun 2002, maka unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam menerapkan kekerasan seksual terhadap anak adalah

1)
Adanya kekerasan atau ancaman kekerasan.

2)
Adanya tipu muslihat.
3)
Adanya serangkaian kebohongan.

4)
Adanya bujukan.
5)
Adanya pencabulan dengan seorang anak.

   Dibandingkan dengan rumusan yang dikemukakan, jika dalam Pasal 290 KUHP hukuman maksimal 7 tahun, maka cara-cara yang dilarang dalam Pasal 82 ini jauh lebih lengkap karena merumuskan beberapa perbuatan selain kekerasan atau ancaman kekerasan sebagai cara untuk memaksa seseorang anak bersetubuh, yaitu dengan mengakui adanya cara-cara lain yang dapat digunakan seperti melalui tipu muslihat, serangkaian kebohongan ataupun bujuk rayu membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Bahwa apabila salah satu dari cara-cara tersebut unsurnya terpenuhi dan anak yang dipaksa untuk bersetubuh masih berumur 18 tahun kebawah, maka kepada pelaku dapat dijerat dengan Pasal 82 ini.

1.
Akibat

   Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang perubahan UU No. 23 tahun 2002 khususnya pada Pasal 82 yang berkaitan dengan tindak pidana kekerasan seksual atau pencabulan terhadap anak, tidak merumuskan dengan tegas apa yang diperkirakan menjadi akibat dari kekerasan yang dialami korban, yang juga berkaitan dengan tiadanya pemberatan hukuman atau sanksi terhadap kondisi atau akibat-akibat tertentu dari kekerasan seksual terhadap anak tersebut.

    Tidak adanya pengaturan mengenai akibat yang ditimbulkan dari kekerasan seksual tersebut terhadap anak, tentunya sangat merugikan bagi anak yang menjadi korban. Apapun bentuk perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, apakah dengan kekerasan atau dengan bujukan tetap menimbulkan akibat gangguan fisik, seksual dan psikis bagi anak yang menjadi korban.

  2. Pelaku

    Ketentuan mengenai pelaku sebagaimana yang diatur dalam UU No. 35 tahun 2014 tentang perubahan UU No.23 tahun 2002 ini, menggunakan istilah “setiap orang” yang dapat merujuk pada kedua jenis kelamin yaitu laki-laki dan perempuan. Hal ini dimungkinkan karena dalam konteks korban adalah anak, maka perempuan juga mungkin untuk menjadi pelaku bagi anak laki-laki yang belum memahami dengan benar mengenai hubungan seksual dan mudah untuk diintimidasi dengan kekerasan, tipu muslihat atau dibujuk oleh orang yang lebih dewasa. Laki-laki dan atau perempuan juga dapat menjadi pelaku dalam bentuk kekerasan seksual berupa pemaksaan bersetubuh dengan orang lain.

3. Korban

    Dalam  kaitannya  dengan  Undang-undang  perlindungan  anak,  maka  yang dapat menjadi korban adalah anak yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, untuk tindak pidana kekerasan berdasarkan undang-undang ini tidak dibedakan berdasarkan jenis kelamin. Dengan asumsi bahwa anak-anak baik laki-laki maupun perempuan belum memahami tentang hubungan seksual, cara dan akibatnya, maka anak-anak baik laki-laki maupun perempuan berpeluang untuk menjadi korban kekerasan seksual.

    Berkaitan dengan kekerasan seksual (pencabulan) terhadap anak, maka Pasal 82 UU No.35 tahun 2014 tentang perubahan UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menyatakan :

(1)
Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

(2)
Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3)
Menurut pasal 82 ayat (1) Pasal 76E “Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”

(4)
Ketentuan-ketentuan tersebut diatas telah mengatur secara lebih spesifik tentang pencabulan terhadap anak dengan sanksi yang jauh lebih berat daripada yang ditetapkan dalam Pasal 290 KUHP yang hukuman maksimal 7 tahun. Adalah penting untuk memberikan perlindungan khusus terhadap perempuan yang belum dewasa, sehingga setiap laki-laki yang berniat untuk bersetubuh atau berbuat cabul dengan perempuan tersebut, akan mengetahui dan memahami resiko yang lebih besar.

Perbuatan memeluk, mencium leher, serta memaksa untuk melakukan hubungan seksual dapat dijerat dengan Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) yakni:

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, dihukum karena merusakkan kesopanan dengan hukuman penjara paling lama 9 (Sembilan) tahun.”

    Kekerasan seksual yang dilakukan oleh Suami atau Saudara Laki-Laki termasuk jenis kekerasan (pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga) sehingga terhadap perbuatan tersebut sanksinya diatur dalam Pasal 46 UU PKDRT, yang berbunyi:

“Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp 36 Juta.”

   Perbuatan Cabul yang memeluk, mencium leher, serta memaksa istri untuk melakukan hubungan seksual bisa dikategorikan sebagai pencabulan dan juga kekerasan seksual dalam rumah tangga yang dapat dijerat dengan Pasal 289 KUHP dan Pasal 46 UU PKDRT.

   Setiap orang yang mengetahui dan sengaja membiarkan anak dalam situasi darurat sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 60 UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang tereksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan anak yang menjadi korban penyalah gunaan narkotika, al-kohol, psikotropika, dan zat aditif lainnya (napza), anak korban penculikan anak korban perdagangan, atau anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, padahal anak tersebut memerlukan pertolongan dan harus dibantu, dipida dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.100.000.000.00 (seratus juta rupiah).

2. Faktor Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Tindak Pidana Pencabulan dalam keluarga di Kota Surabaya

   Seiring dengan perkembangan, perubahan dan pertumbuhan masyarakat, maka merembes pula pada pertumbuahan dan perkembangan kejahatan terutama salah satu penyebab yang timbul adalah tindak pidana pencabulan dalam keluarga. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Heriyanto Al. Hery bin Askar sebagai pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anggota keluarga, mengatakan bahwa :

“Faktor yang menyebabkan saya melakukan tindakan yang saya sesali tersebut karena ada dua alasan. Pertama, pada saat itu nafsu seks saya tak tertahan lagi sehingga membuat saya menghubungi korban dan mengajaknya ke suatu tempat. Kedua, Pihak salah satu keponakan perempuan saya saat itu ketika saya ajak untuk melakukan hubungan suami isteri dia mengiyakan ajakanku, ditambah lagi dia sering meladeni saya berbicara layaknya suami isteri.”

   Berdasarkan dengan hal tersebut, maka peneliti berpendapat bahwa faktor-faktor
pelaku
sehingga melakukan
tindak
pencabulan yaitu:

   Pertama, faktor internal (pemenuhan biologis dalam diri pelaku). Faktor ini merupakan
salah satu penyebab sehingga pelaku tindak
pidana pencabulan dalam keluarga, dimana timbul rasa kesepian dan hasrat seksual sudah tidak bisa dibendung lagi dan  mengakibatkan ia mengalami goncangan-goncangan atau ketidak seimbangan dan melakukan perbuatan yang menyimpang tanpa merencanakan dengan matang apapun akibatnya. 
Kedua, faktor eksternal (faktor lingkungan).Faktor ini terjadi pada kondisi yang mendukung terjadinya pencabulan yaitu sejalan dengan  aktifitas yang dilakukan oleh individu maupun kelompok  masyarakat.  Terkadang  kondisi  kesempatan  kurang  waspada akan menimbulkan rentang terhadap kerawanan ditengah maraknya faktor dominan dengan segala akibatnya.


   Terutama adalah pergaulan yang mendorong sehingga pelaku melakukan tindak pidana pencabulan dalam keluargakarena ini telah terlibat didalamnya. Dimana wanita dan  laki-laki  menunjukan  pergaulan  yang  tanpa  batas  baik  disiang  hari terlebih di malam hari. Maka dengan demikian interaksi sangat demikian hingga dapat menjerumuskan.

   Sedang hasil
wawancara penulis dengan salah satu ahli Kriminologi Surabaya yaitu Bapak Adi Sutrisno, SH. MH. Beliau mengemukakan bahwa:

“Pencabulan dalam keluarga terjadi karena faktor kenakalan korban itu sendiri, seperti berpakaian seksi dan menampakkan aurat secara berlebihan, memiliki rupa cantik dan tindakannya yang terlalu aktif terhadap laki-laki”.

   Peneliti dapat menyimpulkan bahwa faktor-faktor selanjutnya yang menyebabkan
pencabulan dalam keluarga disebabkan oleh akibat  yang ditimbulkan oleh korban itu sendiri, dari segi penggunaan pakaian yang seksi, karena wajah yang cantik dan diakibatkan oleh keadaan kondisi sendiri. Sementara  hasil  wawancara  penulis  dengan  anggota  kepolisian Polrestabes Surabaya mengatakan bahwa faktor timbulnya tindak pidana pencabulan dalam keluarga yaitu : 

   Faktor yang mempengaruhi terjadinya pencabulan anak di bawah umur karena kurangnya pemahaman agama dan kemajuan ilmu pengetahuan ilmu teknologi (IPTEK). Mengingat hal di atas, maka peneliti menyimpulkan bahwa fakor yang mempengaruhi
tindak
pidana pencabulan dalam keluarga.

   Pertama, kurang pemahaman agama. Karena memang pemahaman agama merupakan ajaran kepercayaan yang diyakini oleh setiap manusia sebagai penuntun sikap dan prilaku untuk melakukan perintah-nya dan menjauhi larangan-nya. Dengan demikian apabila manusia menjalankan ajaran agama maka ia akan senantiasa menjadi manusia yang selalu melakukan hal-hal yang baik. Sebaliknya jika manusia jauh dari ajaran agama maka ia selalu melakukan perbuatan-perbuatan jahat. Kedua, pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan teknologi (IPTEK) karena mengingat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) mempunya pengaruh yang besar bagi pertumbuhan dan kemajuan suatu bangsa. Namun perkembangan IPTEK tersebut banyak dimanfaatkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab seperti dengan membuat situs-situs porno di internet, mengedarkan VCD dan majalah porno dan lain sebagainya. Sehingga hal tersebut sangat berpengaruh besar bagi pertumbuhan anak untuk melakukan kejahatan kesusilaan.
3. Analisis Penerapan Hukum atau Upaya Hukum Represif Pengenaan pasal 289 KUHP dan pasal 46 UU PKDRT Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan dalam Keluarga di Kota Surabaya oleh Polrestabes Surabaya

Penerapan hukum Pasal 289 KUHP dan Pasal 46 UU PKDRT yang dilakukan oleh Unit PPA Polrestabes Surabaya berupa penindakan terhadap pelaku tindak pidana pencabulan dalam keluarga belum efektif, hal ini terbukti dari Jumlah Rekapitulasi Laporan Hasil Penerapan Hukum dan Penindakan Unit PPA Polrestabes Surabaya Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan dalam keluarga di Kota SurabayaTahun 2018-2019. Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa :
Upaya Represif dapat berjalan jika korban atau warga masyarakat dalam lingkup keluarga membuat aduan/pengaduan kepada pihak kepolisian Unit PPA Polrestabes Surabaya, kemudian setelah ada aduan masuk dilakukan penyelidikan guna mengetahui dimana kejadian tindak pidana pencabulan dalam keluarga itu berasal, kemudian dilakukan penyidikan guna mencari barang bukti tindak pidana dan menemukan tersangka pencabulan, kemudian setelah itu dilakukan pemeriksaan dilakukan mengajukan beberapa pertanyaan untuk mengintrogasi tersangka terhadap tindak pidana pencabulan yang sudah dilakukan, kemudian dilakukan penangkapan kepada tersangka bahwa telah terbukti melakukan tindak pidana pencabulan, kemudian penyidik memiliki wewenang untuk melakukan penahanan kepada tersangka dengan bukti yang cukup, kemudian penyidik memberikan berkas perkara penyidikan ke penuntut umum dan surat yang memuat rumusan tindak pidana pencabulan dilimpahkan ke pengadilan.
4. Upaya Dalam Menanggulangi Kesusilaan

   Adapun beberapa yang dapat dilakukan untuk menanggulangi  kesusilaan, yaitu sebagai berikut:

a. Mendidik para remaja untuk memperoleh keterampilan sehingga memungkinkan mereka memperoleh lapangan kerja.

b. Memberikan pendidikan agama dan moral pancasila kepada mantan terpidana agar dapat menyadari perbuatan yang dilakukan.

c. Mentranmigrasikan mantan terpidana karena tekanan ekonomi telah melakukan kejahatan berupa pemerkosaan yang disertai dengan pencucian atau pemerkosaan.

d. Supaya masyarakat bersedia menerima mantan nara pidana dan membimbing mereka untuk melaksanakan tugas-tugas seperti sediakala.
PENUTUP

Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penerapan hukum Pasal 289 KUHP dan Pasal 46 UU PKDRT yang dilakukan oleh Unit PPA Polrestabes Surabaya berupa penindakan terhadap pelaku tindak pidana pencabulan dalam keluarga belum efektif, hal ini terbukti dari Jumlah Rekapitulasi Laporan Hasil Penerapan Hukum dan Penindakan Unit PPA Polrestabes Surabaya Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan dalam keluarga di Kota SurabayaTahun 2018-2019. Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa Laporan Total Jumlah Aduan Kasus Pencabulan sebesar 50 di tahun 2018 dan di tahun 2019 bertambah menjadi 59 total keseluruhan ada 109 kasus pencabulan dalam lingkungan keluarga yang diadukan oleh masyarakat. sementara Jumlah Dalam Proses Penerapan Hukumnya berjumlah 35 tahun 2018 dan di tahun 2019 berjumlah 48 total keseluruhan dalam kurun 2 tahun terakhir yang berhasil ditindak sesuai penerapan hukum dalam Undang-Undang berjumlah 83 Pelaku di kota Surabaya. Sedangkan, yang berhasil ditindak dan diberi sanksi pidana berjumlah 11 di tahun 2018 dan di tahun 2019 berjumlah 17 jadi totalnya ada 28 yang ditindak dalam 2 tahun terakhir.  Memenuhi kualifikasi dalam tindak pidana pencabulan yang sesuai undang-undang di tahun 2018 hanya 24 sedangkan di tahun 2019 hanya 31 saja. 

2. Faktor-faktor yang Menyebabkan Terjadinya Tindak Pidana Pencabulan dalam keluarga di Kota  Surabaya : Pertama, Faktor internal (pemenuhan biologis dalam diri pelaku). Faktor ini merupakan salah satu penyebab sehingga pelaku tindak pidana pencabulan anak dibawah umur, dimana timbul rasa kesepian dan hasrat seksual sudah tidak bisa dibendung lagi. Yang mengakibatkan ia mengalami goncangan-goncangan atau ketidak seimbangan dan melakukan perbuatan yang menyimpang tanpa merencanakan dengan matang apapun akibatnya. Kedua, Faktor eksternal (faktor lingkungan). faktor-faktor selanjutnya yang menyebabkan pencabulan dalam keluarga disebabkan oleh akibat  yang ditimbulkan oleh korban itu sendiri, dari segi penggunaan pakaian yang seksi, karena wajah yang cantik dan diakibatkan oleh keadaan kondisi sendiri. Faktor yang mempengaruhi terjadinya pencabulan anak di bawah umur karena kurangnya pemahaman agama dan kemajuan ilmu pengetahuan ilmu teknologi (IPTEK). Serta Upaya Dalam Menanggulangi Kesusilaan Adapun beberapa yang dapat dilakukan untuk menanggulangi  kesusilaan, yaitu sebagai berikut:

a. Mendidik para remaja untuk memperoleh keterampilan sehingga memungkinkan mereka memperoleh lapangan kerja.

b. Memberikan pendidikan agama dan moral pancasila kepada mantan terpidana agar dapat menyadari perbuatan yang dilakukan.

c. Mentranmigrasikan mantan terpidana karena tekanan ekonomi telah melakukan kejahatan berupa pemerkosaan yang disertai dengan pencucian atau pemerkosaan.

d. Supaya masyarakat bersedia menerima mantan nara pidana dan membimbing mereka untuk melaksanakan tugas-tugas seperti sediakala.
Saran

Saran yang dapat penulis berikan berkaitan dengan permasalahan penanganan pencabulan terhadap anak dalam keluarga antara lain :

1. Bagi Unit PPA Polrestabes Surabaya hendaknya dalam melakukan Penerapan hukum harus sesuai dengan ketentuan  Pasal 289 KUHP dan Pasal 46 UU PKDRT yang dilakukan oleh Unit PPA Polrestabes Surabaya berupa penindakan terhadap pelaku tindak pidana pencabulan dalam keluarga dan peningkatan pelayanan pengaduan korban atau warga masyarakat yang proaktif melaporkan ke kantor Polrestabes Surabaya. Perlu adanya pemberian kemudahan administrasi dan proses penindakan yang cepat dan tepat serta efektif kepada pihak yang merasa dirugikan dengan menambah personil baru yang profesional dan membentuk satgas khusus yang bertugas melakukan penanganan terhadap tindak pidana pencabulan dalam keluarga di Kota Surabaya guna mengurangi bertambahnya tingkat kasus tindak pidana pencabulan dalam keluarga serta dapat menjamin keamanan, kenyamanan dan keselamatan warga masyarakat.

2. Dalam mengatasi penyebab terjadinya pencabulan dalam keluarga pihak kepolisian unit PPA Polrestabes Surabaya diperlukan adanya upaya secara preventif berupa penyuluhan berupa edukasi kepada warga masyarakat khususnya di dalam lingkungan keluarga agar terhindar dari kejahatan tindak pidana pencabulan dan upaya partisipatif dan proaktif dari warga masyarakat untuk mengadukan ke pihak kepolisian setempat. Bagi pihak kepolisian lebih menggiatkan upaya represif berupa penindakan kepada pelaku untuk meminimalisir tindak pidana pencabulan itu sendiri. Tentunya korban juga berhak mendapat rehabilitasi dari psikolog hingga efek traumatisnya dapat benar-benar pulih kembali.
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